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TENTANG 

PELAKSANAAN PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2021 

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
470/544/SJ Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021, 
dengan ini menginstruksikan: 

Kepada 

Untuk 

1. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta 
5. Pit. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta 
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 

10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta 
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta 

KESATU 	: Melaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 
Kader Dasa Wisma PKK, dengan masing-masing tugas sebagai berikut: 

a. Pit. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda dan Asisten Pemerintahan 
Sekda mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat 
Daerah di bawah koordinasinya untuk mendukung Pelaksanaan 
Pendataan Keluarga Tahun 2021. 

b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu mengoordinasikan para 
Camat dan para Lurah untuk mendukung Pelaksanaan Pendataan 
Keluarga Tahun 2021. 

c. Pit. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memfasilitasi 
pelaksanaan pra musyawarah dalam rangka pemutakhiran data sasaran 
individu dan/atau pelaksanaan musyawarah untuk verifikasi hashl 
pendataan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kelurahan dengan 
menggunakan aplikasi digital data warga. 
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d. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 
Penduduk: 

1. mengoordinasikan Tim Penggerak PKK di setiap tingkatan untuk 
mendukung Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021; 

2. mengoordinasikan Tim Penggerak PKK melalui Kader Dasa Wisma 
PKK untuk melaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021 melalui 
observasi langsung dan/atau media daring; dan 

3. dalam pelaksanaan Pra Musyawarah Kelurahan, Pendataan dan 
Musyawarah Kelurahan diatur secara teknis lebih lanjut dalam 
petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan, 
Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. 

e. Kepala Dinas Kesehatan menyediakan data Antropometri Balita serta 
data pendukung yang berkaitan dengan stunting dan dapat diintegrasikan 
ke dalam aplikasi Carik Jakarta. 

f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendukung 
Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dengan memfasilitasi 
kebutuhan perangkat, akses, jaringan, internet, pengintegrasian sistem 
dan keamanan data yang dibutuhkan. 

g. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi 
Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 dan melaporkannya 
kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda. 

h. Para Camat dan para Lurah rnendukung Pelaksanaan Pendataan 
Keluarga Tahun 2021. 

KEDUA 	: Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2021 sebagaimana dimaksud 
dalam diktum KESATU dapat dilaksanakan dengan cara pemutakhiran 
mandiri oleh keluarga atau kunjun9an rumah oleh Kader Dasa Wisma PKK 
dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu, 
serta memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. 

KETIGA 	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja 
Perangkat Daerah. 

KEEMPAT 	: Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah. 

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

Tembusan: 

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta 
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
4. Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta 
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan 

Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta 
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta 
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta 
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 
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